
HRABUPATI BARAT

JAILOLO
KEPUTUSAN BUPATI HALTIIAHERA BARAT

NOMOR \> ^e TAhUN 2014

TENTANG

PENETAPAN HONO ANA

SYSTEM PELAYANAN AI{ S }

AHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2OT4

BUPATI HALIIAHERA BARAT,

Menimbans : a. 
['#i_1fl;**fff#"
Pelayanan Informasi da

Halmahera Barat Tahun
honorarium untuk mem

melaksanakan tugas-tugasnya;

b. bahwa berdasrkan Perti
menetaPkan KePutusan

Pelaksana Kegiatan Pen

Perizinan Secara Elektroni
Pelayanan TerPadu (BPMP

2AL4;

Mensingat:1yxffx8tll#r}"#"J,i,t{filx' i::ffi
daerah Swatantra fingLit ll Dalam Tingkat I

Maluku meniadi Undangr-undang;

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas undangr
- 

unaan{g Tahun lg7ftentang pokok-pokok Kepegawaian;

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentarg Penyelenggaraan Negara

yang GOas dari Kulusi, Korupsidan Nepotisme;

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 terrtang Perubahan atas Undang-

undanj Nomoi46 Tahun 1999 tentang Pemhntukan Provinsi Maluku

G"ra,'K"bupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat,

5. undangr-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemhntukan Kabupaten

H4ma[era Utaia, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan

Sula, Kabupaten ilalmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi

Maluku Utara;

6. tlndang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

7. Undang-urndang Nomor 1 Tahun 2o04 tentang Perbendaharaan Negara;

8. Undang-undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 20(X tentang Perimbangan Keuangan

antara Femerintah Pusat dan Daerah;

10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

11. peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

12. peraturan pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah NOmor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Pelayanan Minirnal;

JalanPengabdianDesaJatiPorniti.Kec.JailoloKodePos9TT52
Kabupaten iatmaheri eri.i -lt/rrrku Utara Telp. (0922) 2221OO1, Fax. (0922) 2221OO



-2-

14. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi

Penanaman Modal;

l5.PeraturanMenteriDalamNegeriNomorl3Tahun2006tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang

pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu

di Daerah;

lS.PeraturanKepalaBKPMDNomor14Tahun2009tentangSistem- 
eetayanan tnformasi dan Perizinan secara Elektronik (sPlPlsE)

lg.PeraturanDaerahKabupatenHalmaheraBaratNomor2Tahun2oll
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Nomor16Tahun200stentangorganisasiLembagaTeknisDaerah
KabuPaten Halmahera Barat;

20'PeraturanDaerahKabupatenHalmaheraBaratNomor3Tahun2013
tentangAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahKabupaten
Halmalrera B-arat Tahun Anggaran 20'14'

MEMUTUSKAN :

MenetaPkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MenetapkanbesaranPanitiaPelaksanaKegiatan
p"ng"rOungun System Perizinan Secara

eledronik isptptse) K dengan besaran

honorarium iebagaimana tercantum utusan ini'

Panitia pelaksana kegiatan seba s

mendukung dan mensukseskan n

InformatikS dan Perizinan Sec n

V.rg telah ditetaPkan dengan n

kemampuan keuangan Daerah'

Segala biaYa Yang akan timbul rnr

OiUlOantun' pada Anggaran Penda en

Halmahera Barat Pos Anggaran Ba an

Terpadu (BPMPPT) KabuPaten Halm

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada ianggal : 2 )attu'.., 2014

PEJABAT PARAF

Sekretaris Daerah J
Ass. Bid. Pem & Adm Umum ry
Kepala BPMPTT :,< ^
Kabag. Hukum & Orgs w6^q

NAMTO H. ROBA

Tembusan: DisamPaikan kePada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeridi Jakarta'

2BadanPemeriksa-KeuanganPerwakilanMatukuUtaradiTernate,
3. Sofifi'

4. upaten Halmahera Barat di Jailolo'

5. . Halmahera Barat di Jailolo

6. dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR q)"F TAHUN 2014

TANGGAL e )an'U'ew t" 2014

TENTANG : DAFTAR HoNoRARtUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN

sYsTEM PELAYANAI\I truronuAsl DAN PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK

(SPIPISE)KABUPATENHALMAHERABARATTAHUNANGGARAN20l4

NAMA/ JABATAN KEDUDUKAN
DALAM PANITIA

BESARAN
HONORARIUM

NO

1 2 3 4

PENGARAH

PENGARAH

KOORDINATOR

KETUA

SEKRETARIS

PPTK

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

1.050.000

3.600.000

900.000

900.000

900.000

6

7

8

I

BUPATI HALMAHERA BARAT

WAKIL BUPATI HALM1AHERA BARAT

SEKRETARIS DAERAH

KEPAIA BPMPPT

KABID DATA BPMPPT

BAMBANG BADAR NAPU, S.SOS

BAHRI SAMAD

NOKH PENGO, SE

TRESYIA SARTJE DJINI, AMD

PEJABAT PAJRAF

Sekretaris Daerah
/t

/
[ss. gio. Pem & Adm Umum lZ
Kepala BPMPPT fi,
Kabag. Hukum & Orgs tv tvd

NAMTO H. ROBA


